
BUPATI HALMAHERA BARAT

KTPUTUSAr BUPATI }IALMAEIERA BARAT
lroMoR ! lglKpTs ltl2o?s

TEilTAtIG
PEMBEIITTUKAIT TIM PROGRAM PEMBEITTTUI{AN PERATURAIT DAERAII (PROPEMPERDA}

KABUPATES HALMAIIERA BARAT

BUPATI I{ALMATIERA BARAT,

Menimbang : a. batrwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalan Negeri
Nomor 120 Tatrun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalampembentukan Peraturan Daerah, maka Bupati membentuk Tim yang bertugas
menyusun dan memhahas rancangan peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Bupati Hatmahera Barat tentang
Pembentukan Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah {propemperdajKabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomor 23 Tahua Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Sv.'atantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Sr,.,atentra Tingkat I Irlaluku
menjadi Undang-undang;

2. Undai:g-undang Nomor 28 Tahur 1999 tentang Periyelengar-aan i{egara.v--arrg
Bersih dan Bebas Dari Kolusi dan NepotismJ [,embaraln Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran ue[ara Republik
Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun tg99 tentang Pembnetukan provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru clan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
sebagaimana teiah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kbaupaten Kepuiauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota tidore Kepuiauan di provinsi
Maluku Utara;

5. undang-undang Nomor 1? Tahun 2003 tentang Ke,*angan Negara;
6. unclang-undang Nornor 1 Thaun 2ao4 tentang perbendihr.u., Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang P,^i:lei:intahaa Daerah;
B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2Q22 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusai dan pemeritttah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan atas Undang-

unriang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundan[-
undangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan;
1l.Peratr-rran Pemer:intah Nomor 12 Tahun 2077 tentang pembina_an clan

Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
12.Pe::aturan Pemerintah |{omor 12 Tahun 2C19 tentang pengeloiaan Keuangan

Daerah;
l3'Peraturan fulenterj Dalam Negeri Nomor i20 Tairun 2O1B teniang perubahal

atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun ZOIS tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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l4.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang ped,oman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

i5.Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat Nomor 2 Tahun 2A2i tentalg
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2oL6 tentang
PemLrentukan dan Susunan Perangkat Ifaerah Kabupaten Halmahera Barat;

16'Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2O2S t_entang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2O2S;

l7.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2O2l tentang perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 ?ahun ZO1O tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

l8.Pcraturan Bupati }{almahera Barat }Jomor 1 Tahun 2A2S hntang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2O25;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Membentuk rim Prograra pembentukan peraturan Daerah
(Propemperda) Kabupaten Halmahera Barat, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum daLam
Lapiran Keputusan in.
Tugas Tim sebagaimana ciimaksud Diktum Kesaiu sebagai
berikut:
a. Menyusun Program pembentukan peraturan Daerah

{Propemperda) yang berisi daftar urutan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas untuk jangka
waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas;

b. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti eksekutif
(Pemerintah Daerah) dan l,egisiatif @renn; untuk
merencanakan dan membahas penyusunan peraturan
Daerah secara berencana, terpadu, dan sistematis;

Tirn dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksLrd
Dikturn Ke<iua retap trerpedoman sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
segala braya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannsa
Keputusan ini dibetrankan kepada Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA

Keputusan rni mulai hrerlaku pada tanggal dite

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KtrTIGA

KBtrMPAT

T,'E'T TI\/I A1\LLtlvlll

Jt
5 uan 2A23

BARAT,BUPATI

Tembusan: Disampaikan kepada yth 
;1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Gubernur Maluku Urara di Sofifil
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui:
6. ,{rsip.

d



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR I9/KPTS/I/2A2s
TANGGAI- 5 .IANLJARI 2025

TENTANG : PEh{BENTU1C{\ TII\,I PRCGR,q.M PtrA,{BENTUKqN PEP.A?URAN DAEP.AH
(PROPtrMPBRDA) KABUPATEN HALMAHtrRA BARAT

NO NAMA/JABATAN JABATAN DAI.AM TIM

1r
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Barat

D^-^^-^l^r [rlrBa.l. ctrr

) Para Asisten Setda \lt/akil Pengarah

3 Para Staf Ahli Bupati Wakil Pengarah

4 Kepaia OPD Pengusul Ranperda Kel-ua

5
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmattera Barat Sekertaris

6 Kepala BPSD Kab. Halmahera Barat Anggota

7
Inspektur Inspektorat Kab Halmahera
Barat.

Aarrn+nr rrr65v kr

I Kepala Kesbangpolda Kab. Halmahera
tsarat Anggota

I Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan
SDA Setda Kab. Halmahsls Barat Anggota

10 Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan Anggota /
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